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PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Bank Indonesia tidak menjalankan wewenangnya kepada lembaga
perbankan yang bermasalah berdasarkan realitas penerapan aturan
kepailitan perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban
pembayaran utang Pasal 2 ayat (3), Bank Indonesia lebih memilih untuk
tidak menjalankan wewenangnya atas kepailitan bank tetapi tetap
konsisten dengan mengambil langkah sesuai dengan pada Pasal 37 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pasal dan
Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 setelah diubah
menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan disempurnakan
menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Menjadi Undang-Undang Tentang Bank Indonesia langkah tersebut
diambil untuk menyehatkan bank yang bermasalah karena kepailitan
bank dinilai mempunyai risiko yang sangat tinggi bagi dunia perbankan
yang menjadi penopang perekonomian Indonesia. Bukan hanya itu hal
ini dibatasi oleh kebijakan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang

kapasitasnya menjaga kestabilan moneter Indonesia dengan prinsip
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Lender of The Last Resort. Cara yang ditempuh Bank Indonesia sebagai
induk dari lembaga perbankan yang ada di Indonesia adalah melalui
prinsip Lender of The Last Resort yang merupakan kewenangan Bank
Indonesia. Sebelum menjalankan wewenangnya sesuai dengan Pasal 2
ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Bank Indonesia lebih
memilih menjalankan kewenangan berdasarkan pasal 37 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang
wewenang Bank Indonesia untuk memailitkan bank masih diperlukan
mengingat jika ada pihak lain yang dapat mengajukan permohonan
pailit untuk bank maka dampaknya akan lebih berbahaya bagi dunia
perbankan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan

akan hilang.

Bank Indonesia tidak perlu memailitkan sebuah lembaga bank yang
bermasalah sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,
akan tetapi prinsip Lender of The Last Resort dari Bank Indonesia
dinilai masih efektif dalam membantu bank yang bermasalah untuk

menjaga kepercayaan masyarakat sebagai nasabah serta menjaga
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stabilitas moneter dari usaha perbankan. Dalam mencapai satu tujuan
tunggal Bank Indonesia yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional tidak
perlu terkait dengan aturan kepailitan apabila dilihat dari dampaknya
akan menghancurkan perekonomian nasional.

. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang
wewenang Bank Indonesia untuk memailitkan bank harus
dipertahankan meskipun tidak pernah dijalankan oleh Bank Indonesia,
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang bagi pihak yang
hanya beroientasi pada keuntungan pribadi yang akan menghancurkan

dunia perbankan Indonesia.
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